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ABSTRAK  

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui sistem eksekusi jaminan pada 
BPRS Insan Aceh Tamiang.Dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif 
deskriptif dan jenis data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa sebelum eksekusi jaminan dilakukan, BPRS Insan Aceh 
Tamiang memberikan solusi kepada nasabah seperti : (1)Rescheduling, 
(2)Reconditioning, (3)Restructuring. Dan eksekusi jaminan yang di terapkan BPRS Insan 
Aceh Tamiang dilakukan dengan cara menjual barang jaminan milik nasabah dengan 
mempertemukan ketiga pihak yaitu: pihak BPRS, pembeli dan pemilik barang jaminan 
sebagai penjual. Hal ini sesuai dengan ketentuan syarat Islam karena sesuai dengan 
Fatwa DSN-MUI nomor 25 tahun 2002 yang salah satu poinnya membahas rmengenai 
masalah penjualan barang jaminan. 
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EXECUTION SYSTEM GUARANTEES AND SOLUTION ON 
MUSYARAKAH FINANCING AT BPRS INSAN ACEH 

TAMIANG 
 

ABSTRACT 
The purpose of this study is to determine the guarantee execution system in BPRS 

Insan Aceh Tamiang. In this study, using descriptive qualitative methods and the type of 
data used are primary and secondary data. The results showed that before the execution 
of the guarantee was carried out, BPRS Insan Aceh Tamiang provided solutions to 
customers such as :(1)Rescheduling,(2)Reconditioning, (3)Restructuring. And the 
execution of guarantee apllied by BPRS Insan Aceh Tamiang is carried out by selling 
collateral owned by customers by bringing together three parties, namely: the BPRS, the 
buyer, and the owner of the collateral as the seller. This is in accordance with the 
provisions of Islamic terms because it is in accordance with the Fatwa DSN-MUI number 
25 of 2002, one of which duscusses the issue of selling collateral. 

 
KEYWORDS : Solution, Execution, Guarantee, Musyarakah. 
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PENDAHULUAN  
Pertumbuhan ekonomi suatu 

bangsa memerlukan pola 
pengaturan pengolahan sumber-
sumber ekonomi yang tersedia 
secara terarah dan terpadu serta 
dimanfaatkan bagi peningkatan 
kesejahteraan 
masyarakat.Lembagalembaga 
perekonomian mengelola dan 
menggerakkan semua potensi 
ekonomi agar berdaya dan berhasil 
guna secara optimal.Lembaga 
keuangan, khususnya lembaga 
perbankan mempunyai peranan 
yang amat strategis dalam 
menggerakkan roda perekonomian 
suatu negara. 

Pembiayaan merupakan salah 
satu kegiatan yang menonjol pada 
perbankan syariah.Pembiayaan 
adalah produk yang berfungsi untuk 
pemenuhan dan tambahan modal 
yang dibutuhkan nasabah untuk 
membiayai usaha. Sebagai lembaga 
keuangan yang memberikan 
pembiayaan kepada usaha kecil dan 
menengah (UMKM) yang dijalankan 
oleh masyarakat, maka BPRS 
dituntut untuk dapat mencairkan dan 
menyalurkan dana yang dibutuhkan 
oleh calon nasabah.  

Salah satu jenis pembiayaan 
yang terdapat pada BPRS salah 
satunya adalah pembiayaan 
Musyarakah.Musyarakah 
merupakan salah satu jenis kontrak 
yang diterapkan oleh perbankan 
syariah.Musyarakah diterapkan 
melalui mekanisme pembagian 
keuntungan serta kerugian (profit 
loss sharing) diantara para pihak 
(mitra/syarik). Konsep profit loss 
sharing dalam akad musyarakah 
merupakan ciri khusus sebagai 
pembeda antara aktivitas perbankan 
syariah dengan perbankan 
konvensional. Pada BPRS Insan 

Aceh Tamiang pembiayaan 
musyarakah merupakan 
pembiayaan yang paling sering 
digunakan oleh masyarakat 
setempat setelah pembiayaan 
murabahah dan mudharabah. Pada 
prinsipnya dalam pembiayaan 
musyarakah tidak ada jaminan, 
namun untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan maka diperbolehkan 
meminta jaminan hal ini berdasarkan 
fatwa DSN No. 08/DSNMUI/IV/2000 
tentang pembiayaan musyarakah, 
yang menyatakan: “pada prinsipnya, 
dalam pembiayaan musyarakah 
tidak ada jaminan, namun untuk 
menghindari terjadinya 
penyimpangan, LKS dapat meminta 
jaminan”.  

Dengan adanya jaminan yang 
ditahan oleh BPRS maka pihak 
manajemen BPRS dapat 
memastikan nasabah debitur akan 
menunaikan kewajibannya sebagai 
debitur, baik untuk melunasi nilai 
pembiayaan yang telah dicairkan 
maupun keuntungan/bagi hasil yang 
seharusnya diterima oleh pihak 
BPRS. Dengan demikian pihak-
pihak BPRS memiliki hak penuh 
untuk menguasai barang jaminan 
yang diserahkan oleh nasabah guna 
menjamin pelunasan kewajiban 
pembiayaan yang diterima dalam 
perjanjian pembiayaan. 

Salah satu ketentuan dalam 
pembiayaan musyarakah pada 
BPRS Insan Aceh Tamiang adalah 
menetapkan barang jaminan yang 
harus diberikan oleh pihak nasabah 
yang mana jaminannya harus 
melebihi dari dana yang dipinjamkan 
oleh nasabah. Sebelum melakukan 
pembiayaan pihak manajemen 
melakukan uji kepantasan usaha, 
yaitu terhadap usaha yang ingin 
dijalankan oleh nasabah dan 
bagaimana sistem bagi hasil yang 



 

 

 

 

4 
  

 

berlaku serta perlu menandatangani 
setiap perjanjian yang telah disetujui 
dan ditetapkan antara kedua belah 
pihak. 

Pembiayaan musyarakah pada 
BPRS Insan Aceh Tamiang 
merupakan salah satu pembiayaan 
dalam jangka pendek yang 
semestinya tidak akan terjadi 
eksekusi jaminan pada pembiayaan 
macet dalam proses menjalani 
usaha tersebut, namun pada 
kenyataannya pihak BPRS Insan 
Aceh Tamiang menerapkan 
eksekusi jaminan untuk menutupi 
kerugian atas pembiayaan 
bermasalah. Padahal jelas, bahwa 
pembiayaan musyarakah 
merupakan salah satu sistem 
kerjasama antara kedua belah pihak, 
maka sepatutnya ketika terjadi 
masalah pada perjalanan 
pembiayaan, cukup hanya 
menjadikan usaha tersebut sebagai 
barang jaminan untuk menutupi 
kerugian bank, bukan menjadikan 
barang jaminan sebagai jalan pintas 
untuk menutupi kerugian yang 
terjadi.  

PT.BPR Syariah Insan adalah 
sebuah badan usaha yang bergerak 
dalam bidang keuangan dan 
perbankan yang berbentuk badan 
hukum yang berupa Perseroan 
Terbatas. PT. BPR Syariah Insan 
dalam kegiatan sehari-hari baik 
dalam penghimpunan dana ataupun 
dalam penyaluran dana masyarakat 
menerapkan prinsip syariah. 

 
METODE PENELITIAN 

Rancangan penelitian adalah 
struktur yang dirancang peneliti 
untuk menggambarkan rencana dari 
proses penelitian secara 
keseluruhan. Adapun beberapa 
penelitian mengatakan bahwa 
rancangan penelitian dapat diartikan 

dalam dua arti, yaitu dalam arti 
sempit dan dalam arti luar. 

Dalam arti sempit ialah 
merupakan rancangan penelitian 
yang meliputi proses pengumpulan 
data dan analisis data. Sedangkan 
dalam arti luas ialah meliputi proses 
keseluruhan penelitian dari 
perencanaan penelitian sampai 
pelaporan penelitian. Dalam 
penelitian ini, peneliti menggunakan 
pendekatan kualitatif deskriptif. 
Penelitian kualitatif adalah penelitian 
yang bersifat deskriptif dan 
cenderung menggunakan analisis. 
Dalam penelitian kualitatif ini 
menekankan pada  kedalaman data 
yang didapat oleh peneliti dan 
peneliti juga ikut serta dalam 
peristiwa atau kondisi yang sedang 
diteliti. Semakin dalam dan detail 
data yang didapat, maka semakin 
baik pula kualitas dari penelitian 
kualitatif ini. Secara umum, 
penelitian kualitatif dilakukan dengan 
metode wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. 

Alasan peneliti memilih metode 
kualitatif ini karena metode ini lebih 
mudah dilakukan dari pada metode 
kuantitatif, meskipun nantinya 
banyak memerlukan biaya dan 
banyak membutuhkan waktu serta 
tenaga dalam memperoleh data 
dilapangan, tetapi penelitian ini 
sangat efektif dalam memperoleh 
informasi tentang bagaimana 
sebenarnya system eksekusi 
jaminan pada pembiayaan 
musyarakah di BPR Syariah Insan 
Aceh Tamiang. 

 
HASIL 
Sejarah singkat PT. BPRS Insan 

PT Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah Insan adalah lembaga 
keuangan perbankan yang berbadan 
hukum perseroan terbatas yang 



 

 

 

 

5 
  

 

melaksanakan kegiatan 
operasionalnya berdasarkan prinsip 
syariah yang bertujuan untuk 
menghimpun dana dan menyalurkan 
kembali kepada masyarakat dalam 
menunjang proses pertumbuhan 
perekonomian pedesaan dan 
memberikan pelayanan bagi 
masyarakat pengusaha kecil dan 
menengah dengan menerapkan 
prinsip syariah. 

Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah Insan merupakan konversi 
dari Bank Konvensional.Beralihnya 
BPR Insan menjadi BPRS Insan 
secara khusus adalah mengisi 
peluang terhadap kebijakan yang 
membebaskan bank dalam 
penetapan tingkat suku bunga, yang 
kemudian dikenal dengan bank 
tanpa bunga. Keinginan masyarakat 
terhadap adanya BPR tanpa bunga 
mendapat angina segar dengan 
adanya Keputusan Gubernur Bank 
Indonesia Nomor 
15/81/KEP.GBI/DPG/2013 tanggal 
23 juli 2013 tentang pemberian izin 
perubahan kegiatan usaha Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
(BPRS). Pada tanggal 02 september 
2013 mulailah BPRS Insan 
Beroperasional dengan 
sistem/prinsip syariah. 

1. Solusi yang diberikan BPRS 
Insan terhadap nasabah 
sebelum eksekusi dilakukan 

Pembiayaan Musyarakah 
merupakan produk andalan yang 
banyak diminati masyarakat yang 
mulai diminati dari awal berdirinya 
PT.BPRS Insan.Pembiayaan 
Musyarakah beroperasi berdasarkan 
prinsip syariah yang sesua dengan 
Al-Qur‟an, Hadist, dan Ijma 
Ulama.Dimana mayoritas 
masyarakat aceh memeluk agama 
Islam yang sangat mementingkan 

nilai keislaman dalam masalah 
keuangan. 

Namun dalam setiap 
pembiayaan yang ada dalam 
lembaga keuangan sudah tentu 
pernah mengalami yang namanya 
kredit macet maupun pembiayaan 
bermasalah, sama halnya dengan 
pembiayaan Musyarakah yang 
pastinya pernah mengalami 
pembiayaan bermasalah yang 
dikarenakan lemahnya nasabah 
dalam melakukan pembayaran atau 
pun pelunasan pinjaman. 

Beberapa tindakan yang 
dilakukan oleh PT. BPRS Insan 
Aceh Tamiang dalam mengatasi 
pembiayaan bermasalah 
Musyarakah demi menjaga agar 
tidak terjadi kerugian terhadap Bank 
maupun pihak nasabah dengan 
tindakan: 

a. Memberikan informasi 
kepada nasabah   

b. Melakukan eksekusi barang 
jaminan 

Bank dapat memberikan 
keringanan-keringanan kepada 
nasabah yaitu dengan 
Restrukturisasi pembiayaan yang 
merupakan upaya yang dilakukaan 
bank dalam rangka membantu 
nasabah agar dapat menyelesaikan 
kewajibannya, antara lain melalui: 
a. Penjadwalan kembali 
(rescheduling), yaitu perubahan 
jadwal pembayaran kewajiban 
nasabah atau jangka waktunya. b. 
Persyaratan kembali 
(reconditioning), yaitu perubahan 
sebagian atau seluruh persyaratan 
pembiayaan, antara lain perubahan 
jadwal pembayaran, jumlah 
angsuran, jangka waktu dan 
pemberian potongan sepanjang 
tidak menambah sisa kewajiban 
nasabah yang harus dibayarkan 
kepada bank. c. Penataan kembali 
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(restructuring), yaitu perubahan 
persyaratan pembiayaan tidak 
terbataspada rescheduling atau 
reconditioning, antara lain meliputi: 
1. Penambahan dana fasilitas 
pembiayaan bank. 2. Konversi akad 
pembiayaan. 3. Konverssi 
pembiayaan menjadi surat berharga 
syariah berjangka waktu menengah. 
2. Sistem eksekusi yang 
dilakukan manajemen BPRS Insan 
Aceh Tamiang untuk menutupi 
kerugian yang muncul dalam 
pembiayaan musyarakah yang 
dilakukan debitur. 

Berdasarkan hasil dari 
wawancara yang dilakukan penulis 
kepada narasumber pimpinan di PT. 
BPRS Insan, bahwasannya proses 
eksekusi barang jaminan pada 
pembiayaan Musyarakah yang 
dilakukan oleh pihak BPRS adalah 
eksekusi di bawah tangan bersama-
sama nasabah pemilik barang 
jaminan. Proses penjualan barang 
jaminan ditentukan berdasarkan 
keseimbangan permintaan dan 
penawaran yang dilakukan antara 
pembeli dan penjualan dengan 
unsur kerelaan. Dan harga 
penjualan menyesuaikan dengan 
harga pasaran ditempat dimana 
penjualan dilaksanakan. Eksekusi 
barang jaminan yang dilaksanakan 
BPRS Insan Aceh Tamiang sesuai 
dengan rukun dan syarat dalam jual 
beli yaitu : 

1. Aqidain (adanya penjual dan 
pembeli)  

2. Sighat akad (adanya ijab 
kabul yang jelas)  

3. 4Ma’qud alaih (barang 
jaminan yang mau dijual)  

4. Mahallul aqdi (tujuan 
penjualan, yaitu melunasi 
hutang nasabah.) 

Adapun maksud dari penjualan 
barang jaminan tersebut adalah 

sebagai salah satu upaya 
pengembalian uang pinjaman yang 
tidak dapat dilunasi sampai batas 
waktu yang telah ditentukan.Namun 
sebelum waktu habis, pihak BPRS 
memberikan pemberitahuan kepada 
nasabah dan pemberitahuan paling 
lambat dilakukan 5 hari sebelum 
tanggal penjualan. 

 
PEMBAHASAN 

Temuan penelitian di atas 
merupakan proses penelitian yang 
dilakukan penulis selama kurun 
waktu September 2020 dengan 
pemenuhan persyaratan 
administrasi penelitian dari 
pengurusan surat izin penelitian 
mulai pada Program Studi 
Perbankan Syariah Fakultas Agama 
Islam Universitas Muhammadiyah 
Sumatera Utara, hingga 
persetujuan penelitian pada BPRS 
Insan Aceh Tamiang. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif 
dengan pendekatan deskriptif 
tentang bagaimana sistem eksekusi 
jaminan dan solusi pada 
pembiayaan musyarakah di BPRS 
Insan Aceh Tamiang. 

Solusi yang diberikan pihak 
BPRS Insan terhadap nasabah 
sebelum eksekusi dilakukan Upaya 
penyelesaian pembiayaan 
bermasalah yang dilakukan oleh 
lembaga keuangan syariah yaitu 
dengan melakukan beberapa 
tahapan sebagai bentuk dari upaya 
penyelesaian pembiayaan 
bermasalah, diantaranya yaitu 
restrukturisasi. 

Bank dapat memberikan 
keringanan-keringanan kepada 
nasabah yaitu dengan 
Restrukturisasi pembiayaan yang 
merupakan upaya yang dilakukaan 
bank dalam rangka membantu 
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nasabah agar dapat menyelesaikan 
kewajibannya, antara lain melalui: 

a. Penjadwalan kembali 
(rescheduling), yaitu 
perubahan jadwal 
pembayaran kewajiban 
nasabah atau jangka 
waktunya.  

b. Persyaratan kembali 
(reconditioning), yaitu 
perubahan sebagian atau 
seluruh persyaratan 
pembiayaan, antara lain 
perubahan jadwal 
pembayaran, jumlah 
angsuran, jangka waktu dan 
pemberian potongan 
sepanjang tidak menambah 
sisa kewajiban nasabah yang 
harus dibayarkan kepada 
bank.  

c. Penataan kembali 
(restructuring), yaitu 
perubahan persyaratan 
pembiayaan tidak 
terbataspada rescheduling 
atau reconditioning, antara 
lain meliputi: 
a. Penambahan dana 

fasilitas pembiayaan 
bank. 

b. bKonversi akad 
pembiayaan. 

c. Konverssi pembiayaan 
menjadi surat berharga 
syariah berjangka waktu 
menengah. d. Konversi 
pembiayaan menjadi 
penyertaan modal 
sementara pada 
perusahaan nasabah. 

Proses eksekusi barang 
jaminan pada BPRS Insan Aceh 
Tamiang untuk menutupi kerugian 
yang muncul dalam pembiayaan 
musyarakah yang dilakukan debitur.  

Dalam KBBI (kamus besar 
bahasa Indonesia) menjelaskan 

bahwa eksekusi adalah penjualan 
harta milik orang lain berdasarkan 
penyitaan. Dalam proses eksekusi 
barang jaminan pada BPRS Insan 
Aceh Tamiang untuk menutupi 
kerugian yang muncul dalam 
pembiayaan musyarakah yang 
dilakukan debitur, BPRS melakukan 
tindakan yaitu penjualan barang 
jaminan untuk melunasi sisa 
tagihan nasabah. 

1) Penjualan barang jaminan  
Apabila dalam perjanjian 

mansyaratkan jaminan, maka 
barang yang menjadi jaminan akan 
dieksekusi di bawah tangan 
bersama-sama nasabah. Hasil 
eksekusi akan digunakan untuk 
melunasi sisa tagihan dan apabila 
tersisah akan dikembalikan kepada 
nasabah. Eksekusi barang jaminan 
pada pembiayaan musyarakah 
hamper tidak pernah dilakukan oleh 
BPRS Insan. Hal ini dilakukan 
sebagai jalan terakhir apabila telah 
dilakukan berbagai usaha oleh 
kedua belah pihak akan tetapi 
belum bisa menyelesaikan 
permasalahan. Nasabah yang 
diberikan pembiayaan sering kali 
bersikap kooperatif, sehingga 
pelaksanaan upaya penyelesaian 
melalui musyawarah dan 
kekeluargaan dapat dilakukan 
dengan baik. 

Eksekusi barang jaminan pada 
BPRS Insan dilakukan dengan cara 
mempertemukan tiga pihak yaitu: 
pihak BPRS, pembeli dan pemilik 
barang jaminan. Proses eksekusi 
yang ditempuh oleh pihak BPRS 
sudah memenuhi rukun dan syarat 
jual beli yaitu adanya aqidain 
(penjual dan pembeli yang dalam 
hal ini terdiri dari pihak BPRS, 
pemilik barang jaminan dan pihak 
yang ingin membeli barang 
jaminan), sighat akad (adanya ijab 
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dan kabul yang jelas). Maq’ud alaih 
(barang jaminan yang mau dijual) 
dan mahallul aqdi (tujuan dari 
penjualannya adalah untuk 
melunasi hutang nasabah kepada 
pihak BPRS). Setalah barang 
jaminan telah laku dijual makan 
akan dilakukan perhitungan jumlah 
dari hasil penjualan barang 
tersebut. Apabila hasil penjualan 
barang melebihi hutang nasabah, 
maka kelebihan tersebut akan 
diserahkan kepada nasabah atau 
pemilik barang. Namun, apabila 
hasil dari penjualan barang yang 
dijaminkan oleh nasabah ternyata 
masih belum cukup untuk melunasi 
hutangnya, maka nasabah 
diwajibkan menambah kekurangan 
tersebut. 

Penulis melihat eksekusi 
barang jaminan yang diterapkan 
BPRS Insan sesuai dengan 
ketentuan syariat Islam dikarenakan 
di dalamnya sudah terpenuhi rukun 
dan syarat penjualan. Hal ini juga 
sejalan dengan fatwa DSN-MUI 
Nomor 25 tahun 2002 yang salah 
satu poinya membahas tentang 
penjualan barang jaminan. Dalam 
fatwa tersebut dijelaskan bahwa 
apabila nasabah tidak dapat 
memeuhi hutangnya maka barang 
jaminan dijual, hasil penjualan 
barang jaminan digunakan untuk 
melunasi hutang dan biaya 
penjualan. Kelebihan hasil 
penjualan menjadi milik nasabah 
dan kekurangannya menjadi 
tanggung jawab nasabah 
 
KESIMPULAN 

Sebelum eksekusi jaminan 
dilaksanakan, BPRS memberikan solusi 
kepada nasabah yang tentunya masih 
memiliki itikad baik untuk melunasi 
hutangnya, maka bank dapat 
memberikan keringanankeringanan 
kepada nasabah yaitu dengan 

restrukturisasi. Restrukturisasi 
pembiayaan merupakan upaya yang 
dilakukan bank dalam rangka membantu 
nasbah agar dapat menyelesaikan 
kewajibannya, melalui: a. Penjadwalan 
kembali (rescheduling). b. Persyaratan 
kembali (reconditioning). c. Penataan 
kembali (restructuring) 

Eksekusi barang jaminan yang 
diterapkan PT. BPRS Insan Aceh 
Tamiang sudah sesuai dengan 
ketentuan syarat Islam karena di 
dalamnya sudah terpenuhi rukun dan 
syarat penjualannya. Hal ini juga sejalan 
dengan fatwa DSN-MUI nomor 25 tahun 
2002 yang salah satu poinnya 
membahas mengenai masalah 
penjualan barang jaminan. 
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